BUPATI BUTON

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR " TAHUN 2016

TENTANG
KEDUDUEKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUFATI DUTON,

Menimbang bahwa untuk meaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Kabupaten Bulon Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Buton, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta

tala kerja Saluan Polisi Pamnong Praja Kabupaten Buton;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1939 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 1l di Sulawesi
{Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1522);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Kecuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemertintahan Daeran {Lembaran Negaréa  Republik
Indonesia Tahwun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Ncgara Repablik Indonesia Nomor 1138.);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 32,
Tambahan lLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234)

5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014  tenfang
Perindustrian ( lembaran Negara Republic Indenesia tahun
2014 nomor 4, tembahan lembaran Negara Republic
Indonesia nomor 5492,

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor & , Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5404 }



Menetapkan :

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerinlahan Daerah (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanc telah
heheraps  kali dimbhah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubzhan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemenntah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114);

9. Peraluran Presiden Nomor 7 2 Tahun 2015 lenlang
Organisasi Kementerian Negara (Lembsaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 6 );

10.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016
terntang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupalen Buton sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor
112);

11.Peraturan Dacral Kabupaten Duton Nomor & tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah

Kabupaten Buton tahun 2016 Nomor 116)

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASL, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA EKERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BUTON.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Paaal 1
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupater. Buton.

Permerintah Daciali adalah Pemerintah Kabupaten Buton.
Bupati adalah Bupati Buton.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buton.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya
discbut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyal Dacrah
Kabupaten Buton.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupalen
Buton.

Al o e

7. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut
Satpol PP adalah bagian perangkat dacrah dalam



10.

: 55

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18,

19,

20.

penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum
dan ketenzeraman masyarakat

Polisi Pamong Praa adalah anggota Satpol PP sebagai
aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan
penvelenggaraan  ketertiban umum dan  Ketenteraman
masyarakat.

Pembinaan masyarakat adalsH sebaga: usaha untuk
memberi pengarahan dan bimbingan kepada masyarakat

Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah
suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah,
pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan
kegiatannva dengan tentram, tertib, dan teralur.

Sckretariat adalah Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Buton.

Sekretaris Dinas yang selanjutnya disebut Sekretaris
adalah Sckretaris Saluan Polist Paroing Praja Kabwpalen
Buton.

Bidang adalah Bidanp pada Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Buton.

Kepala Bidang adaah Kepala Bidang pada Satuan Polisi
Pamong Praja Kebupaten Buton.

Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Satuan Polisi
Pamong Praja Kebupaten Buton.

Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupalen Buton.

Seksi adalah Seksi pada Satman Polisi Pamong Praja
Kalbupater: Buton.

Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Buton

FPerlindungan Masyarakal yang selanjutnya discbut
linmas adalah suatu keadaan dinamis dimana warga
masyarakat disiapkan dan dibekali pengetshuan serta
keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan
hencana guna mengurangi dan memperkecil akibat
bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman
dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial
kemasyarakatan.

Penvidik pegawail regeri sipil selanjutnya disingkat PPNS
adalah pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu
dilingkungan Pemerintak Kabupaten Buton yang diberi
wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan
penvidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan
peraturan pelaksananya.
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21. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan
Fungsional di lingkungan Satuan Polisi Pamong Piaja
Kabupaten Buton.

BAB II
WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Wewenang

Pasal 2

Urusan pemerintshan yang menjadi kewenangan Satpol PP meliputi :

(1)

()

Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga
masyarakal, aparatur atau badan hukum yang melakukan

pelanggaran atas peraturan dacrah

Mcnindak warga masyarakat atau badan hulkum yang

menggangu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Memfasilitasi pemberdayaan kapasitas penvelenggaraan

perlindungan masyarakat.

Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat,
aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan

pelanggaran atas peraturan daerah.

Melakukan tindakan administratit terhadap warga masyarakat,
aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas
peraturan daerah.
Bagian Kedua
Hak
Pasal 3

Polisi Pamong Praja mempunyai hak sarana dan prasarana serta
[usililas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Polisi Pamong Praja dapat diberikan tunjangan khusus sesuai

dengan kemampuar keuangan daerah.



Bagian Ketiga
Kewajiban

Pasgal 4

Dalam melaksanakan tugas, Satpol PP wajb

(1)

(2)

()

(4)

(1)

(2)

1)

Menjunjung tnggi norma hukum, norma agama, hak asasi
manusia dan norma-norma sosizl lainnya vang hidup dan
berkembang di masyarakat serta mengedepankan sikap
persuasit.

Mentzati disiplin Pegawai Negeri Sipil dan kode etik Polisi Pamong
Praja.

Memhantun menyelesaikan perselisihan antar warga masvarakat
yvang dapat menggangzu ketertiban umum dan ketentraman
masyara<at

Melaporkan kepada Kepolisian Negara Repnblik Indonesia atas
ditemukannyva atau patut diduga adanya tindak pidana.

Pasal 5

Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat dapat diangkat
menjadi PPNS sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan vang berlaku.

PPNS sebagamana dimaksud pada ayat (1) dapaf langsung
mengadakan penvidikan terhadap pelanggaran Perda atau
Peraturan Bupati vang dilakukan oleh warga masyarakat,
aparatur atau badan hukum.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASL

Pasal 6

Susunan Organisasi Satpol PP, terdiri alas:

a Kepala Satuan;

h. Sekretaris, membawabhi:
1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2) Subbagian Kcuangan
3} Subbagian Program

c Bidang Pembinaan Masyarakat
1} Seksi Kewaspadaan Dini;
2) Seksi Bimbingan dan Penyuluhan

d Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman, membawahi:
1) Seksi Operasional, Pengendalian; dan
2] Seksi Ketertiban Umum.
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e Bidang Penegakan Peraturan Daerah , membawahi:
1) Beksi Penegakan;
2) Scksi Hubungan Antar Lembaga.
f. Bidang Perlindungan Masyarakat. membawahi:
1} Seksi Data dan Informasi
2) Seksi Pelatihan dan Mobilisasi.

Kelompok Jabatan Fungsional.

gQ

Bagian ketiga
Kclompok jabatan fungsional

Pa=sal 7

(1) Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai pejadat fungsional
vang penetapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Kelompok jabatan fungsional melaksanakan sebagian tugas Satpol
PP sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

(3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada avat (2)
dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk.

(4) Jumlah jabatan fungsicnal Satpol PP ditentukan berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja.

(5) Kclompok jabatan lungsional terdiri atas:
a. Jabatan tungsional umum Satuan Polisi Pamong Praja; dan

b. Jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa
kelompok jabatan fungsional sesuai dengan  bidang
keahliannya.

Pasal 8

(1} Pada Kecamatan dibentuk Unit Pelaksana Satpol PP

(2) Unit Pelaksana Satpnl PP di kecamatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin olch kepala satuan.

(3) Kepala satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2] secara ex-
officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Umum pada kecamatan.

(4) Kepala satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis
administratif bertanggung jawab kepada camat dan secara teknis

operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP



Bagian keempat
Eselonisasi jabatan struktural
Pasal 9

(1) Kepala Salpol PP merupakan jabatan struklural eselon [T
(2) Sekreteris Satpol PP merupakan jabatan struktural eselon Illa.

(3) Kepala Bidang Satpol PP merupakan Jabalan strukturs]l eselon
IIb

(4) Kepala subbagian dan kepala seksi Satpol PP merupakan jabatan
struktural eselon IVa.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 10

(1) Satpol PI' mcrupakan bagian perangkat deerah di bidang
penegakan Perda dan Perkada, ketertiban umum dan

ketenteraman masyarakat.

(2) Satpol PP dipimpin olch scorang Kcpala satuan yang
berkedudulkan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Daerah melalui Sekretaris Daerah.

(3) Satpol PP scbagaimmana dimaksud pada ayat (1) dan (2)
mcrupakan Satuan Polisi Pamong Praja tipe A

Bagian Keduna
Tugas dan Fungsi Satpol PP

Pasal 11

Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan Perkada serta
menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan
perlindungan masyarakat.

Pasal 12

(1) Dzlam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

11, Satpol PP mempunyai [ungsi:

a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Perda
dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban
ummum dan ketenlerarnan cunasyarakat serta perlindungan
masyarakat;



b. prlaksanaan kebijakan penegakkan Perda dan Peraturan
Kepala Dacrah;

c. pelaksanaan kebdijakan penyelenggaraan ketertiban umum
dan kelenteraman masyarakat di daerah;

d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan
Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Penvidik Pegawai Negeri Sipil daerah,
dan/atau aparatur lainnya;

o

f. pengawasan terhadap masvarakat, aparatur, atau badan
hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Perda dan
Peraluran Kepala Daerah; dan

g, pelaksanaan tagas lainnya.

(2) Pelaksanaan tugas lainnyzs sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruaf g meliputi:

a. mengikuti proses penyusunan peraturan produk hukum
daerah serts kegiatzn pembinsan dan penyebarinasan
produk hukum daerah;

L. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVID
termasuk pejabat negara dan tamu negara;

¢. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum
eradininistrasi  sesuai dengan ketentuan  peraturan

perundang-undangan;

d. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan
pemilihan umum dan pemilihan umum kepala dacraly;

e. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan
keramaian daerah dan/atau kegratan yang berskala massal;
dan

. pelaksanaan tugas pemerntahan umum lainnya yang
d:berikan oleh kepala daersh sesuai dengan prosedur dan
ketentuan peraturan perundang-undzangan.

Bagian Hetiga
Sekretaris

Pasal 13

(1). Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris mempunyai tugas
memberikan  pelayanan  administrasi  dan koordinasi
perencanaan program dan anggaran meliputi keuangan dan
asset serta kepegawaian can urusen umum dilingkungan Satpol
Sl



(2).

(1).

(2)-

Dalam penyelenggaraan tugeas scbagaimana dima<sud pada ayart

(1), sckretaris melaksanakan fungsi :

a. Penyiapan bahan dan keordinasi penyusunan program dan
anggaran.

h. Pelaksanaan urusan Kepegawaian, surat menyurat,
ketatalaksanaan, hukum dan rumah tangga serta urusan
administrasi umum Satpol PP.

¢. Pelaksansan urusan administrasi keuengan,
perbendaharaan, aset dan pengelclaan anggaran.

d. Pelakasanaan dan pengelolaan perlengkapan dan rumah
tangga serta pelaksaan urusan kehumasan dan protokoler

e. Penyusunan laporan kinerja Sckretarial

f. Iclaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan
sesual dengan tugss pokok dan fungsinya

Pasal 14

Sub  bagian Umum dan Kepegawaian mempunyal tugas
melakukan penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi serta
penyelenggaraan kegiatan penyusunan formasi pengangkatan,
mutasi, pengembangangan, pemmbinaan tata usaha kepegawaian.

Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Sub bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan fungsi:

a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional
kegiatan pelayanan administrasi LTI dan
kerumahtanggaan.

b. Pelaksansan penerimaan, pendistribusian, dan pengiriman
surat-surat naskah dinas, pengelolaan dokumentasi dan
kearsipan.

c. Pelaksanzan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan
rapat-rapat dinas.

. Peleksanaan dan pelayanan hubungan masyarakeal.

e. Peleksanzan pengurusan kcrumahtagaan,kebersihan dan
ketertiban kantor.

f. Pelaksanzan pengelalaan kepusta<aan dan
pendokumentasian peraturan perundang-undangan.

g. Pelaksanzan pengumpulan, pengolahan, penyimpsanan dan
pemeliharaan data pegawal.

h. Fasilitasi pembinaan umum pegawai, pengembangan karir
serta disiplin pegawai negeri dan pegawai tida< tetap

i. Pelaksanaan pengawssan jam kerja dan kehadiran pegawal
negeri/ pegawai tidak tetap.

j.  Peluksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

k Pclaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai
dengan tugas pokok dan fuingsinya.



(1),

(2).

(1).

(2).

Pasal 15

Sub bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan
renyusunan reneana  anggaran  pembiayaan, pengelolaan
keuangan, pelaksanaan anggaran serta  melaksanakcan
administrasi keuangan.

Dalam penyelenggeraan tugas sebagaimana dimaksud pada aya:

(1) Sub bagiar Keuangan dan Perlengkapan melaksanakan

fungsi:

a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional
kegiatan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan
keuangan.

b. Pengumpulan peraturan perundang undangan, pedoman,
petunjuk tekhnis, dan petunjuk pelaksanaan penyusunan
rencana kerja dan laporan.

c¢. Penatsusahaan dan pengelolaan keuangan termasuk
pernbayaran gaji pegawa..

d. Pengadminisirasian dan akutansi pengelolaan keuangan

e. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
pengelolaan keuangan.

f. Pelaksanaan standar akuntansi pemerintahan dan
penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangarn.

g, Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh selkretaris sesua

dengan tugas pokok dan fungsinya
Pasal 16

Subbag Program mempunyai tugas menyiapkan bahan dan
menghimpun data dari bidang sebagai bahan dalam
penvusunan program dan anggaran Satpol PP serta bahan
penvusunan pelaporan.

Dalzm penvelenggarazn tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Subbag Program melaksanakan fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional
kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan
rencana dan program kerja .

b. Pengumpulan peraturan perundang-undangan, pedomarn,
petunjuk tckhnis, dan petunjuk pelaksanaan penyusunan
rencana kerja dan laporan.

¢. Mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan
penylisunan rencana kerja.

d. Pelaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan program/kegiatan masing-masing bidang,

f. Pelaksanakan penyusuran LAKIP, RKA,DPA/DPAP, Renja,
Renstra dan LPPD.

g. Penyusunan pelaporan, pubhikas: program dan kegiatan.

10



1)

2]

b)

c)

d)

£)

h)

b, Melakukan pengkajian dan pengembangan
program/kegiatan

t. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan olch sckrctaris sesuai
dengan tugas pokck dan fungsinya

Bagian Keempat
Bidang Pembinaan Masyarakat

Pasal 17

kepala Bidang Pembinaan Masyarakat —mempunyai tugas
melakukan pembinaan, kewaspadaan dini, bimbingan dar
penyuluhan kepada warga masyarakat, aparatur dan alau
badan hukum lzinnya tentang produk hukum daerah.

Dalam penyelenggaraan tugss sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat berfungsi :

Melakukan pengarahan penyusunar rencona program Bidang
Pembinaan Masyarakat dengan mengaranhkan dan memberikan

petunjuk untuk menyusun renecana kerja.

Melakukan penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan
berdasarkan rencana kerja Bidang Pembinaan Masyarakat
sesual tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan
efektif.

Melakukan pendis:ribusian tugas kepada Kepala Seksi sesuan
dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan
sestal dengan program kerja masing-masing

Mclakukan pengkoordinasian pelaksanaan tugas DBidang
Fecmbinaan Masyarakat scsuair dengan tugas pokok dan
fungsinya untuk sinkronisasi tugas.

Melakukan pengendalian pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan
Masyarakat dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi
untuk optimalisasi tugas.

Melakukan pengkoordinasian kegiatan kewaspadaan dini agar
kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja.

Melakukan pemceriksaan, mwengevaluasi dan meagkaji hasil
penvuluhan untuk mengetahui tingkat penyelesaian  Lugas,

permasalahan yang dihadapi serta upaya premnecabianiyq.

Memfasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan, bahan
pembinaan, bimbingan, penyuluhan untuk memberikan
pelayanan yang sebaik-baiknya.
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i) Melakukan koordinasi dengan Instansi Pemerintah Provinsi,
Kabupaten /Kota, pihak ketiga agar terjalin kerjasama yang baik
untuk pelaksanaan kegiatan.

i} Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pembinaan
masyarakat untuk mengetahui lingkat pencapaian kegiatan,
permasalahan yvang di hadapi serta upaya pemecahannya.

k] Mclakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesual dengan
peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk
meningkatkan kinerja pegawai.

1} Pelaksanaan tugas lain ysng diberikan olech Kepala Satuan
acsual dengan tugas pokok dan fungsinya

Pasal 18

1} Seksi Kewaspadaan Dini mempunyai tugas melakukan
koordinasi dan pengumpulan data sebagai bahan untuk
persiapan kewaspadaan dini.

2). Dsalam penvelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Seksi Kewaspadaan Dini melaksanakan fungsi :
a. Melakukan penviapan bahan penyvusunan renczna program
Seksi Kewaspadaaan Dini berdasarkan peraturan yang
berlaku.

b. Mclakukar pcnylapan bahan penyusunan pclaksanaan
kegiatan berdasarkan program agar kcglatan dapat
terlaksana tepat waktu.

c. Melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan Seksi
Kewaspadaan Dini berdasarkan Peraturan untuk optimalisas:
tugas.

d. Melakukan koordirasi kegiatan kewaspacaan dini sebagal
bahan informasi bagi mnstansi pemerintah maupun
masyarakat.

e. Melakukan evaluasi pclaksanaan kegiatan Scksi
Kewaspadaan Dini untuk mengetahu tingkat pencapaian
kepialan, peovasalaban  yang dihadapi serta upaya
pemecahannya.

f. Melakukan penyusunan laporan bulanan, triwulan dan
tahunan kegiatan Seksi Kewaspadaan Dini untuk
dipergunakan sebagai bahan masukan atasan dalam
menentukan kebijakan.
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(1).

(2).

(1

(2).

g Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang
pembinaan masyarakat sesual dengan tugas pokok dar
fungsinya

Pasal 19

Seksi Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan
bimbingan dan pernyuluhan kepada warga masyarakat, aparatur

dan atau badan hukum lainnya tentang produk hukum daerah.

Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Seksi Bimbingan dan Penyuluhan melaksanakan fungsi:

a Penyusuran rencana dan progran kerja operasional
bimbingan dan penyuluhan produk hukum daerah,

b. Pengumpulan peraturan produk hukum dasrah, pedoman
petunjuk tekhnis pelaksanaan bimbingan dan penyaluhan.

c. Pengumpulan dan menganalisa data sumberdaya aparatur
untuk bahan pemberdayaan sumberdaya masyarakat.

d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dihidang
himhingan dan penyuluhan

e. Pelaksaan peningkatan kuzlitas sumberdaya aparatur
satuan polisi pamong praja

f. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan bimbingan
dan penyuluhan

g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang
pembinaan masyarakat sesuai dengan lugas pokok dan
fungsinva

Bagian Keenam
Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat

Pasal 20

Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman masyarakat mempunyai
tugas penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan Bidang
Ketertiban Umum, Kerentraman Masyarakat.

Dalam penyelenggaraan lugas scbagaimana dimaksud pada ayat

(1) DBidang Kctertiban Umum, Ketentraman masyarskat

melakeanakan fungsi:

2. Penyusunan rencana dan progran kerja operasional
ketertiban umum, ketenraman masyarakat

b. Perumusan dan pelaksanaan kegiatan serta petunjuk
-ehknis bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat

c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan
institusi lein  bidang ketertiban umum, Ketentraman
masyerakat



(1).

(2]-

d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian  bidang
keterliban wnum, ketentraman masyarakat

e Pelaksarniaan fasilitasi den patreli  ketertiban umum,
Lketentraman masyarakat.

[. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang
ketertiban umum, ketentraman masyarakat

g, Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala satuan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Pagal 21

Scksi Operasi, Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan
operasi  pengendalian  dalam  rangka  ketertiban  umum,
ketentraman masyarakat.

Dalam penyelenggaraan lugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Scksi Operasi, lengendalian melaksanakan fungsi:

a. Penyusunan rencana dan progran kerja operasicna.
pengendalian

b. Pengumpulan peraturan produk hukum daerah, pedoman
petanjuk tekhnis dan pelaksanaan operasi, pengendalian.

c. Pelaksanaan pengendalian operasional Satpo. PP dalam
menunjang pengendalian  penyelenggaraan  ketertiban
umum, ketentraman masyarakat

d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian
penyelenggaraan ketertiban LILLILLITL, kketentraman
masyarakat

¢. DPclaksanaan sosialisasi penyelenggaraan ketertiban umum,
ketentraman masyarakat

f Pelaksanaar pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli
penvelenggaraan ketertiban urmurm, ketentraman
masyarakat

g. Pelaksanaar pengamanan bupati, wakil bupati, tamu
pemerintah daerah, dan tamu negara.

h. Pelaksanaan pembinaan dalam rangka  ketertiban
umum, ketentraman masyarakat

i, Pelaksanaan pembiniaan dalam rangka opcrasti,
pengendalian.

j. Penyiapan bahan dan data serta menyusun laporan seksi
operasi, pengendalian

k. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang

ketertiban umum, kezentraman masyarakat.

—
]

Pasal 22

. Seksi Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan

penegakan peraturan dacrah, ketertiban umum melaksanakan
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(2).

(1).

(2).

koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama antar lembaga dan
institusi lain yang terkait dengan peclaksanaan tugas.

Dalam penyelenggarasn tugas sebagaimans dimaksud pada ayal

(1) Seksi Ketertihan Umum melaksanakan fungsi:

a. Penvusunan rencana dan progran kerja seria petumuk
teknis operasional tekhnis Ketertiban Umum

b. Pengumpulan peraturan produk hukum daerah, pedoman
petunjuk tekhnis dan pelaksanaan Ketertiban Umum.

¢. Penetapan rumusan kebijakan mediasi, komunikasi dan
kerasma pengendalian ketertiban umum

d. Penyiapan dan  meoyusun konsep bahan kerjasama
pecnyclenggaraan ketertiban umum

e. Pelaksanaan koordinzsi dalam pelaksanaan kerjasama antar
instansi terkait.

f. Penvusunan pedoman bahan fasilitasi kegiatan Kelertiban
Umum

g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang
ketertiban umum, ketentraman masyarakal

Bagian Kelima
Bidang Penegakan Perda

Pasal 23

Bidang penegakan peraturan dacrah mempunyal tugas
penvelenggaraan pengembangan, pengkajian kebijakan
penegakan peraturan daerah.

Dalam pcnyclenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Bidang penegakan peraturan daerah melaksanakan fungsi:

a. Peretapan penyusiman  rencana  dan  progran kerja
peregakan peraturan daerah.

b. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan
institusi lain bidang penegakan peraturan daerah.

c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bidang
penegakan peraturan daerah,

¢. Pelaksanaan fasilitasi dan patroli penegakan peraturan
daerah.

e. Pelaksanaan monitoring, cvaluasi dan pelaporan bidang
pencgakan pcraturan daerah.

f Pelaksanaarn penegakan peraturan  daerah  terhadap

masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi

dan mentaau peraturan daerah.

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala satuan

sesuai dengan mugas pokok dan fungsinya

= o8
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(2).
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Pasal 24

Seksl Penegskan mempunyai tugas melaksanakan penindakan
kepada warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang
diduga melakukan pelanggaran atas peraturan daerah.

Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Seksi Penegakan melaksanakan fungsi:

a. Penyusunan rencana dan progran kerja operasiona!
penegakan produk hukum daerah.

b. Pengumpulan peraturan produk hukum daerah, pedoman
petunjuk tekhnis dan pelaksanaan penindakan.

¢. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran penegakan
produk hukum daerah.

d. Pclaksanaan monitoring tindak lanjul hasil penindakan
terhadap pelanggaran penegakan produlk hulum daerzh.

e. Pengelolaan administrasi Penyidik Pegawzi Negeri Sipil
(PPNS)

f. Penvusunan berkas penyelidikan dan penyidikan terhadap
pelanggaran penegakan produk hukum daerah dan
peraturan pelaksananya,

g. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran penegaxan
produk hukum daerah.

h. Pelaksanaan pembinaan dalam rangka penyelidikan dan
penyidikarn.

i. Dclaksanaan cvaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala hidang

penegakan peraturan dacrah sesuai dengan tages pokok dan
fungsinyza

Pasal 25

|. Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyar tugas

melaksanakan oengkajian Hubungan Antar Lembaga terhadap
pelanggaran atas peraturan daerah.

Dalam penvelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayar

(1) Seksi Hubungan Antar Lemnbaga melaksanakan fungsi:

4. Penyusunan rencara dan progran kerja operasional
hubungan antar lembaga

b. Pelaksanaar hubungan antar lembaga terhadap pelanggaran
penegakan produk hukum dacrah.

c. Pelaksanaan monitoring tindax lanjut hasil hubungan antar
lembaga terthadap pelanggaran penegaken preduk hukum
daerah.

d. Penyusnnan keordinasi rerhadap hubungn antar lembaga.

e. Pelaksanaan kerjaseme dalam rangka hubungan antar
lembaga.

f Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
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g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang
penegakan peraturan dacrah sesuai dengan tugas pokok dan
hungsainys

Bagian Ketujuh
Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal 26

Bideang  Perlindungan  Masyarakat  mempunyai fugas
melaksanakan  perumusan  kebijakan  tekhnis  bidang
perlndungan, pembinaan dan pelatihan anggota linmas satuan
kerja/j lembaga  perangkal daerah untuk  pelayanan
perlindungar: masyarakar.

. Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud paca eyat

(1) Bidang Perlindungan Masyarakat melaksanakan fungs:

a. Penyusunan rencana dan progran kerja serla pemanjuk
tekanis operasional Perlindungan Masyarakat

k. Pelaksanaan pendataan dan pemeldan  polensi dan

sumberdaya perlindungan masyarakat.

Pelaksanaan pengembangan potens: sumber daya manusia

&

melalui pelatihan dan  pendidican  satuan  perlindungan
masyarakat
d. Pelaksanaan identifikasi dan pendataan kejadian gangguan
keamanan dan ketertiban masyarakat
e. Pelaksanaan koordinasi kebijakan operasional sistem dan
implementasi fasilitasi perlindungan masyarakat dalam
peryelenggaraan Pemilu, Pilpres dan Pilkada.
f. Pelaksanaan pembiraan, pemantauan, pengawasan dam
pengendalian di bidang satuan perlindungan masyarakat
dan bina potcnsi masyarakat
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksarnaan fagas.
Pelaksanaan tupgas lain yang diberizan oleh Kepala Satuan
sesuail dengan tugas pokok dan fungsinya

=

Pasal 27

Seksi Data dan Informasi mempunval tugas melaksanaken |,
menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan tekhnis
penyelenggaraan kegiatan perlindungan masyarakat.

. Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Seksi Data dan Informasi melaksanazan fungsi:

a. Penyusunan rencana dan progran kerja serta petunjuk
tekhnis operasional pendataan dan laformasi perlindungan
masyarakat

b. Pengumpulan peraturan produk hulkum daerah perdoman
petunjuk tekhnis dan pelaksanaan pendataan dan informasi
perlindungan masyarakat
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(2).

(1).

().

(1).

c. Penyiapan bahan penyusunan standarisasi kelengkapan
pendataan dan informasi perlindungan masysrakat

d. Penyiapan bahan penyusunan rencana pendatoan dan
informasi perlindungan masyarakat

e Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

[. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Periindungan Masvarakat sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 28

Seksl Pelatihan dan Mobilisasi mempunyai tugas melaksanakan
, menyiapkan bahan dan menyusun  kebijakan tekknis
pelaksanaan kegiatan pelatihar dan mobilisasi untuk pelayanan
perlindungan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada avat

(1) Seksi pelatihan dan mobilisasi melaksanakan fungs:

a. Penyusurnan rencana dan progran kerja serta petunjuk
tekhnis operasional pelatthan dan mobilisasi

b. Penyiapan bahan data potensi dan karaktenstik sosial
budaya masvarakat

¢, Penyilapan  bahan  penyusunan  potensi  pencegahan
pecnanggulangan dan potensi masyarakat.

d. Penyiapan bahan penyusunan rencana optimalisasi dan
pengerahan / mobilisasi anggota perlindungan masyaraksat.

d. Penviapan bahan pelaksanaan koordinasi petugas pelatihan
dan mobilisasi dalam penanggulangan bencana

e. Penyiapan bahan pembinaan dan pemberdayaan pelatihan
anggota linmas dan mobilisasi.

f. Penyiapan bahan pembinaan, pemartauan, pengawasan dan
pengendalian pelatihan dan mobilisasi.

g Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

L. Pelaksanaan tugas lain yang diberizan oleh kepala Bidang
Periindungan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

BABV
TATA KERJA

Pasal 29

Dalem menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang yang
menjadi tugas dan tungsi Satpol PP disusun standar operasicna.
prosedur keria dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Ketentuan mengenai standar operasional prosedur dan Standar
Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
tercantum psada lampiran keputusan peraturan Bupati ini.

Pasal 30

Sekretaris, Bidang, Scksi dan Kelompok Jesbalan Mungsional
dilingkungan Satpol PP dalam melaksanakan fugas wajib

18



2).

(3).

(4).

(5).

(6).

(7).

(8).

(1).

(2)-

(3).

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik
dalam lingkungan masing-masing maupun antar instansi lain
scsual dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Sclain menerapkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
setinp pimpinan dilingkuingan Satpol PP dalam melaksanakan
tugas wajib menerapkan asas umum penyelenggaraan negara

Asas umum pcnyclenggaraan negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) meliputi :

Asas kepsstian hukum

Asas tertid penyelenggaraan negara.

Asas kepentingan umum

Asas keterbukaan.

Asas proporsionalitas.

Asas profesionalitas.

Asas akuntabilitas

m|mome Ao ok

Setiap pimpinan  dilingkungan Satpol PP wajib mengawasi,
mermimpin, mengkoordinasikan, membimbing, serta
memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan
apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang
diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Setiap pimpinan dilingkungan Satpol PP wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan
masing-masing dan menyarpaikan laporan berkala tepal pada
waktunya dengan tembusan kepada satuan organisasi lain yang
secera fungsional mempunyai hubungan kerja.

Setiap laporan yarg diterima pimpinan dilingkungan Satpol PF
dari bawahannya wajib diolah dan d!pergunakan scbagai bahan
penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan
petunjuk kepada bawahan.

Setiap pimpinan dilingkungan Satpol PP daam rangka
pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib
mengadakan rapat berkala.

Dalam hal punpinan dilingkungan Satpol PP berhalangan maka
tugas pimpinan dilaksanakan oleh pimpinan selingkat
dibawahnva.

BAEB VI
KERJASAMA DAN HOORDINASI
Pasal 31

Satpol PP dalam menialankan tugasnya dapat meminta bantuan
dan ztau bekerjasama dengan kepolisian negara republik
indenesia dan atau lembaga lainnya.

Satpol PP dalam meminta bantuan kepada Kepolisian negard
republik indonesia dan atat lembaga lainnya schbagaimana
dimaksud puada ayat (1] bertindak sclaku koordinater operasi
lapangan.

Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, didasarkan
atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling

19



menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum damn
memperhatikan hirarki dan <ode ctik birokrasi.

BAB VII
PENGANGHKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 32

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai polisi pamong praja

adalah :

a. Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negerl Sipil.

b. Berijazah sekurang-kurangnya Sekolah lanjulan lngkal atas
atau vang scdcrajat.

¢. Tinggl badar sekurang-kurangnya 16C cm bagi lala-laki dan

155 em untuk perempuan.

Berusia sekurang-kurangnya 21 tehun

Sehat jasmani dan rohani.

f.  Lulus pendidikan dan pelatihan dasar polisi pamong praja.

m

Pasal 33

Polisi pamong praja dapat diberhentikan apabila :
a. Alih tugas.
b. Melanggar disiplin polisi pamong praja.
c. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.
d. Tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban scbagai polis
pamong praja.
BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 34

Mcmbiayaan Satuan Polisi Pamong Praja dibebankan pada Anggaran
Pendapazan dan Belanja Dszerah (APBD) dan sumber pembiayaan

lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupal
Butori. Nomor 57 Tahun 2013 lentang Kedudukan, tugas pokols,
fungsi dan tata kerja Satuan DPolisi Pamong Praja dan Linmas
Kabupaten Buton dicabut dan dinyatakan tidak berlakis lagi.



Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjong
mengenai tekkhnis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan
Bupati tersendiri

Pasal 37
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal V3 Oktober 2016

FARAF
Sdkego L BUPATI BUTON,
AT S
Kax o @ SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

Koo - ke

= LE.

omeg - Cheey
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Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang
mengenai tekhnis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan

Bupat: tersendiri
Pasal 37
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengefahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Buton.
Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal > Oktober 2016

PARAF
P 3 BUFATI BUTON,
ok ) P Cap/TTD
Coog, . Weerr o SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN
Lﬁﬁ'ﬁﬂ:&j ' DE{"?-‘E} ?

Diundangkan
pada tanggal

i Pasarwajn
CeTole~ 2016

Pit. SEKRETAR|S DAERAH KABUPATEN,

Pembina Utams Muda, IV/c
Nip. 19580101 198903 1 012

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NoMor 111
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